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Jakarta, MIMBAR - Eks Wakil 
Kepala BGN Sony Sonjaya mem-
inta Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) dapat mem-
berikan jaminan keamanan dan 

keselamatan kepada keluarganya.
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Oleh: Masrin

Sejak kecil, tentunya setelah “makan bangku sekolah”, saya sering 
mendengar slogan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian 
nasional. Kalimat itu begitu sering diucapkan hingga hampir menjadi 
hafalan. 

Namun semakin lama mengikuti perkembangan koperasi, saya 
justru semakin sering memikirkan pertanyaan lain. Di dalam koperasi, 
sebenarnya siapa yang paling penting? Negara? Pengurus? Atau ang-
gota?

Pertanyaan ini kembali muncul ketika pemerintah membentuk 
Koperasi Merah Putih secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Tar-

Medan, MIMBAR 
– Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara (Pem-
prov Sumut) menegas-
kan komitmennya dalam 
memerangi peredaran 
narkoba secara kon-
sisten melalui berbagai 
langkah pencegahan dan 
penindakan. Salah satu 

Medan, MIMBAR – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 
Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri secara daring 
peresmian 1.151 kilometer (Km) jalan daerah di 37 provinsi 
yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan 
Daerah (IJD). Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, 
Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Untuk wilayah Sumut, terdapat empat paket IJD Tahun 
Anggaran (TA) 2025 dengan total panjang jalan mencapai 

Hal tersebut disampaikan pengacara 
Sony, Krisna Murti usai permohonan 
justice collaborator (JC) kliennya dito-
lak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Krisna mengatakan saat ini pihaknya berharap 

Jakarta, MIMBAR -- Kejaksaan Agung (Kejag-
ung) memastikan terus memburu buron Eddy Tansil, 
terpidana korupsi pembobolan Bank Bapindo yang telah 
melarikan diri selama lebih dari 30 tahun.

Jakarta, MIMBAR - Presiden RI Prabowo 
Subianto mengaku mengetahui dalang yang memba-
yar ataupun mengalirkan uang untuk mengerahkan 
demonstrasi.

"Hati-hati loh saya kasih peringatan mereka-
mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, 
gue tahu itu," kata Prabowo dalam pidatonya di 
Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, 

Gorontalo, Rabu (24/6).
Meski tak menyebut siapa pihak yang dimaksud. 

Namun, Prabowo menyinggung ada pihak yang 
membayar demonstran.

"Ditanya anak-anak demo enggak ngerti 'mau 
demo apa ya?' 'hm hm hm'. Kami dibayar Rp200 

Jakarta, MIMBAR ' Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menjebloskan mantan Wakil Menteri Ketenagaker-
jaan RI Immanuel Ebenezer ke Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Jakarta, MIMBAR - Pelaksana tugas 
(Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma 
Surya, mengungkap temuan mengejutkan 
terkait pendataan titik Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.

Dari lebih dari 300 titik yang tercatat, 
terungkap sekitar 100 titik SPPG diduga 
fiktif karena tidak ditemukan bangunan 

Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, 
umat Islam sesungguhnya sedang menghadapi 
sebuah paradoks besar. Di satu sisi, perkembangan 
ilmu pengetahuan, digitalisasi, dan kemudahan akses 
informasi telah membawa banyak 
manfaat bagi kehidupan manusia. 

Namun di sisi lain, kemajuan 
tersebut tidak selalu berband-
ing lurus dengan peningkatan 
kualitas moral dan akhlak 
masyarakat. Fenomena inilah 
yang patut menjadi perhatian 
serius, karena krisis akhlak de-
wasa ini telah menjadi salah satu 
persoalan keumatan yang paling 
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LPSK dapat menyetujui permohonan 
perlindungan yang telah diajukan Sony se-
belumnya. Ia menilai hal ini penting lantaran 
Sony akan mengungkap tokoh-tokoh besar 
yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi 
tata kelola program Makan Bergizi Gratis 
(MBG).

"Mengingat tidak adanya jaminan kea-
manan, keselamatan bagi Soni Sonjaya maupun 
keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap 
nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal 
korupsi MBG ini," ujarnya kepada wartawan, 
Rabu (24/6).

Oleh karenanya, ia berharap LPSK dapat 

memberikan status JC terhadap Sony meskipun 
telah ditolak Kejagung. Krisna berharap kepu-
tusan pemberian perlindungan dapat dilakukan 
secara objektif tanpa ada intervensi pihak 
manapun.

"Kami berharap LPSK memberikan kepu-
tusan seobjektif mungkin tanpa intervensi, 
mengingat seluruh nama yang akan diungkap 
oleh Sony merupakan orang-orang penting," 
tuturnya.

Sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa 
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 
Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan ada dua 
pertimbangan utama penyidik menolak permo-
honan tersebut.

Pertama, kata dia, pihaknya menilai Sony 

merupakan salah satu pelaku utama dalam 
kasus jual beli titik SPPG. Karena itu, Sony 
bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa 
mengungkap pihak lainnya yang lebih besar 
dalam kasus korupsi MBG.

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemerik-
saan terakhir Sony juga masih menyangkal per-
buatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. 
Padahal, ia menjelaskan salah satu syarat utama 
diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui 
perbuatannya.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang 
belum ada yang dianggap oleh penyidik ya 
menyatakan bahwa yang bersangkutan men-
gakui perbuatannya seperti yang disangkakan," 
tuturnya.(cnni/js)

7,10 Km, yang turut diresmikan pada kesem-
patan tersebut.

Gubernur Bobby Nasution mengikuti peresmi-
an melalui sambungan virtual dari Aula Tengku 
Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, 
Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan. Kegiatan 
tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan 
Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan 
Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk 
Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Turut hadir, Kepala Balai Besar Pelaksanaan 
Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Kementerian 
Pekerjaan Umum Hardy Siahaan, Kepala Dinas 
Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya 
(BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, serta 
sejumlah kepala daerah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan 
Umum, paket IJD TA 2025 di Sumut dengan 
skema Single Year Contract (SYC) atau kontrak 
tahun tunggal mencakup empat ruas jalan yang 
turut diresmikan Presiden Republik Indonesia 

Prabowo Subianto. Keempat ruas tersebut yakni 
Preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibu-
lan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 
Km, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Ka-
bupaten Simalungun sepanjang 1,12 Km, Jalan 
Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 
1,7 Km, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota 
Tebingtinggi sepanjang 2,28 Km.

Sementara itu, pembangunan jalan melalui 
IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) 
atau kontrak tahun jamak mencakup 19 ruas jalan 
yang masih dalam proses pengerjaan. Namun, 
sebagian besar progres fisiknya telah mencapai 
100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.

Usai mengikuti peresmian, Gubernur Bobby 
Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala 
BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di 
Sumut. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional 
telah berada dalam kondisi baik, namun beberapa 
ruas lainnya masih memerlukan perhatian karena 
panjang jalan nasional di Sumut mencapai sekitar 

2.600 Km.
“Beberapa daerah itu kondisi jalannya 

memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD 
ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di 
daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi 
sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan 
dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah 
jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan 
lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada 
Bapak Presiden,” ujar Gubernur.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto 
menyampaikan bahwa pembangunan infrastruk-
tur jalan daerah akan memperlancar mobilitas 
hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta 
berbagai produk masyarakat dari desa menuju 
pasar maupun kawasan industri.

“Swasembada pangan tidak hanya soal benih, 
pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya 
soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan dis-
tribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya 
jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk 
menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” 
ungkap Presiden Prabowo.(A-05)

upaya yang terus digencarkan adalah patroli 
gabungan di wilayah strategis yang diduga 
menjadi pintu masuk Narkoba serta penga-
wasan di kawasan rawan kenakalan remaja.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pem-
prov Sumut telah menerjunkan personel Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mel-
akukan patroli gabungan di Tanjungbalai dan 
Asahan. Patroli menyasar wilayah yang diduga 
menjadi jalur masuk narkoba, tempat hiburan 
malam, hingga lokasi yang rawan kenakalan 
remaja.

Kepala Satpol PP Sumut Muttqien Hasrimy 
mengatakan, jalur masuk narkoba saat ini 
semakin rawan karena jaringan distribusinya 

berjalan secara terstruktur. Hal itu disampaikan-
nya pada temu pers yang diselenggarakan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby 
Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, 
Medan, Rabu (24/6/2026).

“Maka tahun ini, Satpol PP bersama dengan 
personel gabungan TNI dan Polri bersama-sama 
melakukan patroli gabungan di pintu-pintu yang 
rawan,” kata Muttqien.

Selain itu, Satpol PP Sumut bersama 
personel gabungan juga melakukan patroli di 
sejumlah tempat hiburan malam. Dalam keg-
iatan tersebut, petugas melaksanakan tes urin 
terhadap pengunjung maupun pengelola tempat 
hiburan.

Operasi tersebut akan terus berlanjut. Sebe-
lumnya, Pemprov Sumut juga pernah menger-

ahkan sekitar 2.000 personel gabungan yang 
terdiri atas Satpol PP, TNI, dan Polri untuk 
melakukan penertiban di tempat-tempat hiburan 
malam.

Tidak hanya fokus pada penindakan, Satpol 
PP Sumut juga menjalankan program pencega-
han yang menyasar kalangan pelajar. Melalui 
program Mitra Pelajar, Pemprov Sumut mem-
berikan edukasi kepada generasi muda menge-
nai bahaya narkoba dan geng motor.

"Masalah fundamental kita adalah narko-
ba. Jika seseorang sudah terpapar, efek domi-
nonya sangat merusak, terutama bagi keluar-
ganya. Kami meyakini bahwa jika masalah 
narkoba ini bisa ditekan, angka kejahatan lain 
pun akan turun secara signifikan,” kata Mut-
tqien.(A-05)

Noel akan menjalani pidana 4 tahun dan 6 
bulan penjara di kasus suap dan penerimaan grati-
fikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi, untuk hari ini, untuk pidana badan terha-
dap 11 terpidana perkara K3 sudah kita laksana-
kan eksekusi di Sukamiskin. Dari 11 terpidana 
itu terbagi ke dalam empat berkas perkara," ujar 
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang 
Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Had-
ipratikto, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, 
Jakarta Timur, Rabu (24/6).

Selain pidana badan, Noel juga dihukum mem-
bayar denda Rp200 juta subsider pidana 90 hari 
kurungan, serta uang pengganti Rp3.435.000.000 
subsider 1 tahun penjara.

Selain Noel, terdapat 10 orang lainnya yang 
merupakan pihak dari Kementerian Ketenagaker-
jaan maupun swasta yang juga dihukum bersalah 
oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Pusat.

Mereka juga dijebloskan ke penjara oleh 
KPK untuk menjalani hukuman pidana.

"Jadi, hari ini telah dilaksanakan eksekusi 
terhadap pidana badan," ucap Mungki.

Berikut rincian lengkap vonis para terdakwa 
(kini berstatus terpidana) dalam kasus ini:

1. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Im-
manuelEbenezer, divonis 4,5 tahun penjara, denda 
Rp200 juta subsider pidana 90 hari kurungan, dan 
uang pengganti Rp3.435.000.000 subsider 1 tahun 
penjara.

2. Irvian Bobby Mahendro, divonis 6 tahun 
penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana 

kurungan, dan uang pengganti Rp36,04 miliar 
subsider 3 tahun kurungan.

3. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 
pada Maret 2025, divonis 4 tahun penjara, denda 
Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan 
uang pengganti Rp35 juta subsider 1 tahun pidana 
kurungan.

4. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelemba-
gaan tahun 2021 sampai Februari 2025, divonis 
6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 
90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti 
Rp7.591.120.000 (7,59 miliar) subsider 2 tahun 
pidana kurungan.

5. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja 
Dit Bina K3 tahun 2020-2025, divonis 4,5 tahun 
penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana 
kurungan, dan uang pengganti Rp1.948.722.222 
(1,94 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan. 
(cnni/js)

getnya puluhan ribu koperasi. Jumlah yang 
sangat besar. Semangatnya juga besar. Harapan-
nya tentu lebih besar lagi.

Tidak ada yang salah dengan keinginan 
memperkuat ekonomi rakyat. Masalahnya 
adalah bagaimana cara mewujudkannya. Ka-
rena dalam sejarahnya, koperasi selalu dikenal 
sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah. 
Sekelompok orang memiliki kebutuhan yang 
sama. Mereka berkumpul. Mereka menyusun 
aturan bersama. Mereka mengumpulkan modal 
bersama. Lalu mereka menjalankan usaha 
bersama.

Dari situlah koperasi lahir. Bukan dari perin-
tah. Bukan dari target. Bukan pula dari instruksi 
administratif.

Karena itu saya mulai bertanya-tanya ketika 
negara mengambil peran yang begitu besar 
dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. 
Mulai dari mendorong pembentukannya. Meny-
iapkan berbagai skema pembiayaan. Melibatkan 
aparatur pemerintahan hingga tingkat desa. 
Bahkan ikut menentukan arah kebijakan yang 
akan dijalankan.

Pertanyaannya sederhana. Di mana posisi 
anggota? Karena koperasi berbeda dengan kan-
tor pemerintah.

Dalam koperasi, anggota adalah pemilik. 
Dalam birokrasi, masyarakat adalah pihak 
yang dilayani. Keduanya memiliki logika yang 
berbeda. Koperasi tumbuh dari partisipasi. 
Birokrasi berjalan melalui instruksi. Koperasi 
hidup karena rasa memiliki. Birokrasi bekerja 
karena struktur komando. Masalah muncul 
ketika kedua dunia itu mulai bercampur.

Negara yang seharusnya menjadi pengatur 
mulai masuk menjadi pelaku. Yang semula 
menjadi fasilitator perlahan ikut menentu-
kan arah permainan. Saya jadi teringat pada 
pertandingan sepak bola. Wasit bertugas men-
jaga agar permainan berlangsung adil. Tetapi 
bagaimana jika wasit ikut turun ke lapangan 
menjadi pemain? Mungkin pertandingan tetap 
berlangsung. Tetapi cepat atau lambat orang 
akan bertanya. Masih adilkah permainan 
itu? Analogi yang sama berlaku dalam dunia 
ekonomi.

Tugas utama negara sesungguhnya adalah 
menciptakan iklim yang sehat bagi masyarakat. 
Membangun jalan. Menyediakan infrastruktur. 

Menjaga stabilitas. Membuka akses pasar. Me-
nyusun aturan yang adil.

Namun ketika negara mulai masuk terlalu 
jauh ke ruang ekonomi yang selama ini ditem-
pati rakyat, muncul pertanyaan baru. Apakah 
negara sedang memperkuat rakyat? Ataukah 
sedang mengambil sebagian ruang yang sebel-
umnya diisi oleh rakyat?

Banyak pihak tentu berharap Koperasi 
Merah Putih berhasil. Juga berharap koperasi 
benar-benar mampu meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat desa. Tetapi keberhasilan itu 
tidak akan ditentukan oleh jumlah gedung yang 
berdiri. Tidak ditentukan oleh banyaknya papan 
nama yang dipasang. Tidak pula ditentukan 
oleh target yang berhasil dicapai.

Keberhasilannya akan ditentukan oleh satu 
hal yang jauh lebih sederhana. Apakah ang-
gota merasa bahwa koperasi itu milik mereka? 
Sebab ketika rasa memiliki itu tidak ada, kope-
rasi akan berubah menjadi organisasi biasa. Dan 
ketika anggota tidak lagi menjadi pusat dari 
koperasi, maka kita patut bertanya. Yang sedang 
kita bangun ini sebenarnya koperasi rakyat, atau 
sekadar perpanjangan tangan negara dengan 
nama yang berbeda?

Krisis Akhlak 
mendesak.
Krisis akhlak bukanlah persoalan baru. Akan tetapi, 

dalam era digital saat ini, dampaknya semakin luas dan 
kompleks. Kita menyaksikan bagaimana praktik korupsi 
masih merajalela, kekerasan terjadi di berbagai ruang 
sosial, ujaran kebencian dan fitnah membanjiri media 
sosial, sementara budaya individualisme dan materialisme 
semakin menguat. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah 
masyarakat yang secara formal dikenal religius.

Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa keberagamaan 
belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku 
sosial yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama. Agama 
sering kali berhenti pada tataran ritual, tetapi belum 
mampu menjiwai tindakan sehari-hari. Padahal, inti 
ajaran Islam sesungguhnya terletak pada pembentukan 
akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW sendiri menegas-
kan, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 
akhlak yang mulia." Hadis ini menunjukkan bahwa 
ukuran keberhasilan dakwah tidak hanya dilihat dari 
banyaknya aktivitas keagamaan, melainkan sejauh mana 
nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam kehidupan sosial.

Salah satu faktor yang mempercepat krisis akhlak 
adalah perkembangan media digital. Media sosial telah 
mengubah pola komunikasi masyarakat secara drastis. 
Setiap orang kini dapat menjadi produsen informasi tanpa 
melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, 
hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian mudah tersebar dan 
diterima sebagai kebenaran.

Dari perspektif ilmu komunikasi, fenomena terse-
but menunjukkan terjadinya krisis etika komunikasi. 
Kebebasan berekspresi sering disalahartikan sebagai 
kebebasan tanpa batas. Padahal, komunikasi dalam Islam 
mengandung prinsip-prinsip moral seperti qaulan sad-
idan (perkataan yang benar), qaulan ma'rufan (perkataan 
yang baik), dan qaulan layyinan (perkataan yang lembut). 
Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, ruang publik 
berubah menjadi arena konflik, saling mencela, dan bah-
kan dehumanisasi.

Krisis akhlak juga tampak dalam dunia pendidikan. 
Tidak sedikit kasus perundungan, kekerasan di lingkun-
gan sekolah, hingga menurunnya rasa hormat peserta 
didik terhadap guru. Fenomena ini menjadi alarm bahwa 
pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan aspek kog-
nitif, sementara dimensi afektif dan pembentukan karakter 
belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dalam konteks inilah, pendidikan berbasis nilai dan 
cinta menjadi sangat relevan. Pendidikan tidak cukup 
hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelek-
tual, tetapi juga harus melahirkan manusia yang memiliki 
empati, kepedulian sosial, serta integritas moral. Sebab, 
bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering 
kali kekurangan teladan.

Keluarga juga memegang peran sentral dalam menga-
tasi krisis akhlak. Orang tua merupakan pendidik pertama 
dan utama bagi anak. Keteladanan di rumah akan sangat 
menentukan pembentukan karakter generasi muda.

Sayangnya, kesibukan ekonomi dan penetrasi teknolo-
gi sering membuat komunikasi dalam keluarga semakin 
berkurang. Akibatnya, anak lebih banyak belajar dari 
media sosial dibandingkan dari orang tuanya sendiri.

Mengatasi krisis akhlak tidak dapat dibebankan 
hanya kepada lembaga pendidikan atau tokoh agama. 
Ini merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen 
masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, organisasi 
keagamaan, media massa, hingga negara. Dibutuhkan sin-
ergi yang kuat untuk membangun ekosistem sosial yang 
mendukung tumbuhnya akhlak mulia.

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari 
pertumbuhan ekonomi, kemegahan infrastruktur, atau 
kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kualitas moral 
masyarakatnya. Sebab sejarah telah menunjukkan bahwa 
banyak peradaban besar runtuh bukan karena kekuran-
gan sumber daya, melainkan karena krisis akhlak yang 
menggerogoti sendi-sendi kehidupan mereka. Jika umat 
ingin tetap menjadi kekuatan peradaban, maka revitalisasi 
akhlak harus menjadi agenda utama keumatan hari ini.

ribu, tapi ada" kata dia.
Prabowo mengibaratkan saat ini Indonesia seperti 

tengah bertanding pertandingan sepak bola.
Menurutnya, seluruh pihak harus berperan sebagai 

pendukung, jangan justru diolok-olok saat permainannya 
dinilai tengah buruk.

"Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, 
harusnya bangsa ini kompak, kalau ada yang kurang 
temannya, kurang tim kita lagi kurang bagus ya tetap dis-
upport nanti begitu selesai pertandingan baru dikoreksi," 
ucap dia.(cnni/js)

ataupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG.
Ammy mengatakan temuan tersebut terungkap sete-

lah dilakukan pengecekan lapangan oleh kepala SPPG 
yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. 
Hasilnya, sejumlah titik yang terdaftar justru berada di 
lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas 
pelayanan.

"Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di 
Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG 
yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik 
yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah 
hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah 
kuburan," kata Ammy, Selasa (23/6).

Menurut dia, temuan tersebut memperkuat dugaan 
adanya praktik jual beli titik ataupun pendaftaran titik 
fiktif dalam program SPPG. Persoalan itu kini menjadi 
perhatian serius pemerintah daerah dan pihak terkait.

"Nah, jadi bahwa isu jual-beli titik, kemudian titik 
fiktif yang memang benar adanya, ini yang harus kita 
benahi," ujarnya.

Ammy menjelaskan, sejumlah titik yang terdaftar 
bahkan masih diperjualbelikan kepada pihak lain. Kondisi 
itu menunjukkan bahwa sebagian titik belum memiliki ke-
siapan infrastruktur maupun legalitas yang jelas. (cnni/js)

Selain melacak keberadaan Eddy Tansil, Ke-
jagung fokus melacak aset untuk memulihkan 
kerugian negara.

"Sampai saat ini kita sedang berusaha, tapi 
sampai saat ini belum dapat," kata Kapuspen-
kum Kejagung Anang Supriatna kepada warta-

wan di Gedung Bundar Kejagung, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).

Anang menyebut, meski pelaku belum 
tertangkap, penyitaan sejumlah aset milik Eddy 
Tansil berupa uang hingga tanah terus dilaku-
kan. Dia menegaskan hal itu dilakoni guna 
memulihkan kerugian keuangan negara.

"Tapi kita kan yang paling utama, di samp-
ing mencari orangnya, kita kan juga berusaha 

menyelamatkan aset yang sudah diambil," tegas 
Anang.

Terkait informasi lokasi keberadaan Eddy 
Tansil melalui pihak keluarga, Anang menye-
but tim penyidik belum mendapat titik terang. 
Diketahui pihak keluarga sempat menyerahkan 
aset secara sukarela beberapa waktu lalu. (cnni/
js)


